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BAB II 

KEBIJAKAN  PENGELOLAAN  PKL  DAN  KARAKTER  

KOMUNIKASI  KEPEMIMPINAN  DI  KOTA  SOLO 

 

 Maraknya pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu 

masalah yang pelik bagi Kota Solo. Para PKL tidak hanya menempati ruang-ruang 

publik seperti taman dan trotoar, tetapi juga di lahan-lahan milik negara. 

 Jika hanya berpegangan pada hal itu, maka sudah sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku jika PKL digusur, ditertibkan, dilarang, karena mereka menempati 

lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, hal lain yang juga 

harus menjadi pertimbangan dengan seksama adalah aspek kemanusiaan. 

 Para PKL tersebut beraktivitas sebagian besar untuk mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari diri dan keluarganya. Di bagian lain, kemampuan pemerintah untuk 

membuka lapangan pekerjaan juga masih terbatas. 

 Dalam upaya menata pedagang kaki lima, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo 

mempertimbangkan semua aspek tersebut. Apalagi dibarengi dengan niatan bahwa 

pemberdayaan PKL dilakukan dalam upaya untuk menghidupkan dan 

mengembangkan ekonomi kerakyatan (Jokowi, 2007: 6). 
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 Relokasi PKL yang menempati kawasan Monumen’45 Banjarsari berlangsung 

dalam kerangka mencapai tujuan tersebut. Para PKL yang berjumlah 989 orang tidak 

begitu saja digusur karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang peruntukan 

ruang kota, tetapi justru diberdayakan, diberi kepastian usaha agar usahanya makin 

berkembang di tempat baru, yang memang didesain untuk kebutuhan tersebut. 

 Ada tudingan bahwa upaya Pemkot tersebut memanjakan PKL dan 

menghabiskan uang yang tidak perlu. Terhadap hal tersebut Pemkot menjelaskan 

bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanjakan PKL. Dan tentang 

penghamburan uang yang tidak perlu, dijelaskan, yang dilakukan Pemkot sejatinya 

adalah sebuah bentuk investasi, karena nantinya semua uang yang dikeluarkan dari 

APBD untuk menyiapkan tempat dan lokasi baru tersebut akan segera kembali dalam 

bentuk retribusi. Selain itu, dengan melahirkan pasar baru (Pasar Klithikan Notoharjo 

di Semanggi, Pasar Kliwon), Pemkot mempunyai tambahan aset baru. 

 Dalam program penataan PKL di kota Solo, relokasi bukanlah satu-satunya 

cara yang ditempuh. Pemkot mempunyai program lain, yakni selterisasi, tendanisasi, 

gerobakisasi, serta tidak menutup peluang untuk melakukan penertiban jika upaya-

upaya persuasif tidak juga diindahkan para PKL. Namun semoga cara-cara kekerasan 

tidak menjadi pilihan, selagi masih ada kemauan semua pihak untuk berdialog atau 

berkomunikasi. (Jokowi, 2007: 7). 
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2.1. Profil Dan Kondisi PKL di Monumen’45 Banjarsari Solo   

 Setiap kota yang ingin menata dan menertibkan wilayahnya akan mendapati 

kenyataan bahwa kehadiran sektor informal terutama PKL sebagai salah satu faktor 

yang menimbulkan persoalan baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan 

maupun kebersihan kota. Persoalan ini menjadi lebih rumit, ketika mereka yang 

bergerak di bidang PKL tidak lagi mempunyai tempat tinggal yang tetap. 

(Alisjahbana, 2006 :2). 

 Dalam pandangan Rachbini (1991:10), pedagang kaki lima (PKL) yang 

menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah 

kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak berdaya. Dikatakan 

marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan 

ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena 

mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi 

bargaining (tawar menawar)-nya lemah, dan acapkali menjadi objek penertiban dan 

panataan kota yang tak jarang bersifat represif. 

Ditinjau dari segi hukum, tindakan PKL menggelar dagangan di ruang publik, 

seperti trotoar, pinggir jalan atau bantaran kali jelas-jelas melanggar hukum. Akan 

tetapi, karena alternatif tidak ada, maka mereka memilih lari ke sektor informal 

sebagai pilihan yang realistis ( Alisjahbana, 2006 :1). 
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Pertumbuhan pedagang kaki lima pada akhirnya membawa perdebatan yang 

sampai saat ini belum terselesaikan. Satu sisi dimungkinkan bahwa keberadaan PKL 

adalah bukti kegagalan negara menyediakan dan menciptakan lapangan pekerjaan, 

sedangkan di sisi lain kehadiran PKL merupakan bentuk otonomisasi atau semangat 

kewirausahaan (Mustafa, 2008: ii).  

2.1.1.  Sejarah Monumen’45 Banjarsari  

 Kawasan yang sekarang dikenal sebagai kawasan Monumen’45 Banjarsari 

dulunya adalah kawasan elite, tempat hunian para bangsawan Belanda, yang tersohor 

sebagai Villa Park dengan rumah-rumah bergaya Kolonial. Di wilayah ini terdapat 

pula sebidang tanah lapang, yang sering dimanfaatkan oleh para prajurit 

Mangkunegaran untuk berlatih perang dan ketrampilan berkuda. 

 Pada saat perjuangan merebut kemerdekaan, tempat ini digunakan sebagai 

ajang pengaturan siasat pertahanan kota oleh Overste Slamet Riyadi, menjelang 

masuknya (kembali) pasukan Belanda ke kota Solo. Di sinilah kemudian meletus 

peristiwa legendaries yang dikenal dengan Pertempuran Empat Hari di Solo. 

 Untuk mengenang pertempuran dahsyat serta heroismenya perjuangan rakyat 

Solo pada peristiwa tersebut, Pemkot Surakarta membangun monumen di tempat itu 

pada 31 Oktober 1973. Sedangkan peresmiannya dilakukan pada 10 November 1976 

oleh Gubernur Jawa Tengah (waktu itu), Soepardjo Roestam (BIK, 2007: 16). 
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 Sejak awal ketika pendirian monumen, sudah direncanakan di kawasan 

tersebut akan dilengkapi bangunan-bangunan pendukung lainnya, di antaranya 

museum perjuangan, tempat rekreasi umum, sekaligus sebagai ruang publik (public 

space) (BIK, 2007: 17). 

2.1.2  Kondisi Awal PKL dan Awal Kesadaran 

 Maraknya PKL di kawasan Monumen’45 Banjarsari terjadi pasca Kerusuhan 

Mei 1998. Sejak itu kawasan tersebut berganti dengan kekumuhan yang tak sedap 

dipandang. Kawasan ini seperti tenggelam dalam belantara PKL. Sarana bermain 

untuk anak-anak dan taman-taman yang ada di sana jadi terlantar. 

“Dulu hampir tiap sore saya membawa anak-anak saya ke monumen. Suasananya 

asri, anginya semilir, bikin nyaman. Saya lepas mereka bermain, berlarian ke 

sana ke mari. Sambil mengawasi mereka, saya membaca buku atau koran. 

Setelah ada PKL saya tidak pernah lagi ke sana, lha wong tempatnya sudah 

dipenuhi PKL. Ruwet,” kenang Suhardi, warga Kadipiro (BIK, 2007: 20).  

 Tak hanya Suhardi dan anak-anaknya yang “kehilangan” suasana Monumen 

Banjarsari yang adem dan nyaman, tapi juga masih banyak warga lainnya. Warga 

yang bertempat tinggal di sekitar monumen adalah pihak yang paling dirugikan 

karena maraknya PKL (BIK, 2007: 21). 

“Saya sampai pernah berniat menjual rumah saya, karena pemandangannya jadi 

sumpek, tetapi kok ya nggak laku-laku. Kalau dipikir-pikir ya siapa orangnya 

yang mau beli rumah di sini yang lingkungannya kayak begitu,” kata bapak Tory 

warga di sekitar monumen Banjarsari teman peneliti.  
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 Para siswa di sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar kawasan monumen 

pun ikut terganggu, karena mereka tidak lagi mempunyai tempat berolahraga seperti 

dulu. Terpaksa mereka berolahraga di halaman sekolah yang luasnya terbatas (BIK, 

2007: 22).  

 Berdasarkan hasil pendataan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (KP 

PKL) kota Surakarta per Desember 2005, setidaknya terdapat 989 pedagang yang 

terdaftar di sana, mereka tergabung dalam 10 paguyuban. 

 Perkembangan PKL yang tak terkendali juga menimbulkan dampak samping 

lainnya, yakni terjadinya kesemrawutan lalu lintas di kawasan tersebut dan 

menurunnya kualitas lingkungan, yang dampaknya tidak hanya di rasakan warga 

sekitar kawasan tetapi juga seluruh warga kota. 

 Sebagai ruang terbuka hijau kawasan Monumen’45 semestinya menjadi paru-

paru kota, sehingga dapat membuat udara lebih sejuk, sekaligus sebagai wilayah 

resapan air (BIK, 2007: 24)  

Karakter PKL menurut Pemerintah Kota Solo, yaitu : 

 Modal usaha terbatas / kecil 

 Waktu bekerja tidak teratur 

 Tempat usaha tidak permanen 

 Pelanggan pada umumnya menengah ke bawah 

 Pendapatan kecil dan untuk sendiri 
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 Menggunakan sedikit tenaga kerja 

 Tanpa keahlian dan ketrampilan khusus 

 Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain 

 Jenis dagangan tertentu  

 Menyediakan barang dan jasa 

 Tanpa ijin / illegal 

 Tidak teratur dan bersifat kompetitif (Paparan Pemberdayaan PKL, 2008). 

 Desakan untuk mengembalikan kawasan Monumen Banjarsari seperti 

peruntukan semula, sebagai ruang publik banyak dilakukan warga kota Solo, baik 

yang disampaikan secara langsung kepada Walikota-Wakil Walikota, melalui layanan 

hotline pesan singkat (short message service/SMS) ke Walikota (081 744 1111) dan 

Wakil Walikota (081 744 2222), maupun ke sejumlah media masa yang terbit di Solo 

yang membuka layanan SMS untuk pembaca mereka. 

“Kami merindukan suasana seperti dulu,” demikian salah satu bunyi SMS dari 

warga (081 2298 xxxx) yang dikirimkan ke Walikota. “Mohon kepada Bapak 

Walikota agar menata PKL Banjarsari. Tempat yang dulu indah kini jadi 

kumuh,” tulis SMS yang lain (081 2262 xxxx). Dan masih banyak SMS sejenis 

(BIK, 2007: 34).  

 Selain itu, penataan PKL memang menjadi salah satu program prioritas 

Walikota-Wakil Walikota, Jokowi-Rudy, dalam upaya untuk membuat kota Solo 

kembali Bersih, Sehat, Rapi dan Indah (Berseri). Penataan PKL di satu sisi 

diharapkan dapat menertibkan PKL yang umumnya berada di ruang publik, sehingga 
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dapat mengembalikan peruntukan ruang publik sebagaimana semula. Di bagian lain 

juga ada keinginan memberdayakan usaha kecil agar ekonomi kerakyatan dapat 

berkembang dengan baik di kota Solo. 

 Seperti yang seringkali disampaikan Walikota Jokowi, relokasi sama sekali 

bukan dimaksudkan untuk meminggirkan para PKL, justru ingin memberikan 

kepastian dan kelangsungan usaha sekaligus rasa aman bagi PKL. Apalagi di tempat 

yang baru nanti juga disediakan fasilitas usaha yang sangat layak, sehingga 

diharapkan bisa meningkatkan usaha mereka.  

 Pemkot juga memberikan perijinan resmi, misalnya Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Hak Penempatan (SHP) 

dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP) tanpa dipungut biaya alias gratis. PKL 

juga akan diberikan pelatihan manajemen, bantuan pinjaman lunak dan bantuan 

penyediaan dana penjaminan untuk pinjaman modal pada perbankan (BIK, 2007: 36). 

2.2.  Kebijakan Pemindahan PKL 

 Pemkot di bawah kepemimpinan Jokowi-Rudy di akhir tahun 2005 

mengangkat kembali wacana relokasi PKL Monumen’45 Banjarsari, namun seperti 

sebelumnya, sebagian PKL menolak rencana Pemkot tersebut. Bahkan sempat 

tercetus rencana turun ke jalan. 
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 Sebagian PKL yang menolak mengaku ragu Pemkot bisa menjamin sterilisasi 

kawasan Monumen’45 pasca relokasi. Mereka pun meragukan keberanian Pemkot 

untuk bertanggung jawab mengenai keberlangsungan usaha mereka di Semanggi 

pasca relokasi. Sebagian yang lain lebih setuju bila Pemkot hanya melakukan 

penataan atas masalah maraknya PKL di Banjarsari itu bukannya dengan relokasi.  

 Tetapi Pemkot sudah berketetapan bahwa para PKL Monumen’45 Banjarsari 

harus direlokasi, seperti yang ditegaskan berulang-ulang oleh Walikota-Wakil 

Walikota Jokowi-Rudy dalam berbagai kesempatan, termasuk saat beberapa kali 

melakukan pertemuan dengan para PKL Banjarsari.  

 Walikota menegaskan program relokasi akan jalan terus, meski PKL 

mengancam akan turun ke jalan. Jokowi menyatakan bahwa Pemkot sudah berbuat 

banyak untuk PKL Banjarsari, jadi tidak ada alasan bagi PKL untuk menilai bahwa 

Pemkot tidak memperhatikan aspirasi mereka (BIK, 2007: 37). 

 Penataan PKL di kota Solo makin mendesak dilakukan, karena beberapa hal, 

di antaranya: 

- Jumlah PKL terlanjur menjamur dan tidak terkontrol. Pada pendataan tahun 

2006 tercatat ada 5.817 PKL di seluruh kota Solo. 

- Banyaknya fasilitas umum, ruang publik yang digunakan oleh PKL. 

- Kesemrawutan lalu lintas di lokasi-lokasi kawasan PKL. 
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- Permasalahan sosial dan ekonomi. 

- Makin dirasakan perlunya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka kota untuk 

perbaikan kualitas lingkungan. 

- Keinginan dan desakan dari masyarakat untuk pelaksanaan penataan dan 

penertiban ruang usaha bagi PKL ( BIK, 2007: 10 ). 

 Jika hanya berpegangan pada hal itu, maka sudah sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku bila PKL digusur, ditertibkan, dilarang, karena mereka menempati 

lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, hal lain yang juga 

menjadi pertimbangan dengan seksama adalah aspek kemanusiaan. 

Menurut Pemerintah Kota Solo, PKL mempunyai potensi yang positif dan 

juga negatif,  yaitu : 

Potensi PKL yang positif : 

 Dapat dilakukan banyak orang 

 Menghidupkan daerah yang sepi 

 Alternatif lapangan pekerjaan 

 Mengurangi pengangguran 

 Menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

 Menggerakkan dinamika pembangunan / pemberdayaan ekonomi 

 Penyumbang PAD 
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Potensi PKL yang negatif : 

 Menyebabkan kemacetan lalu lintas 

 Terganggunya kebersihan dan keindahan kota 

 Terganggunya kenyamanan pemilik lahan/rumah 

 Terganggunya fasilitas umum kota 

 Potensi konflik horisontal 

 Salah satu sumber kekumuhan kota (Paparan Pemberdayaan PKL, 2008).  

 Para PKL tersebut beraktivitas sebagaian besar untuk mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari diri dan keluarganya. Di bagian lain kemampuan pemerintah untuk 

membuka lapangan pekerjaan juga masih terbatas. 

 Penataan dilakukan justru untuk memberi kepastian usaha kepada para PKL, 

sehingga diharapkan bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan. Sedangkan bagi 

Pemkot adalah sebagai bentuk investasi, karena nantinya semua dana yang 

dikeluarkan dari APBD untuk menyiapkan tempat dan lokasi baru tersebut akan 

segera kembali dalam bentuk retribusi, dan tambahan aset baru. Sementara di bagian 

lain, ruang publik dapat dikembalikan ke peruntukannya semula sehingga dapat 

diwujudkan tata ruang kota yang harmonis ( BIK, 2007: 8 ). 
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2.2.1. Konsep Penataan PKL 

Penataan PKL di kota Solo secara garis besar dilakukan dengan : 

1. Membuat kawasan PKL, dan 

2. Membuat kantong-kantong PKL. 

Kedua konsep tersebut dilakukan melalui tindakan : 

Relokasi                      : Kegiatan ini dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan  

jumlah PKL-nya banyak. 

Selter Knock Down  : PKL akan dibangunkan selter jika di lokasi masih tersedia 

lahan. 

Tenda                            : Dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia, dan hanya 

beroperasi pada malam hari. 

Gerobak                        :  Konsep pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang 

lahannya tidak tersedia untuk selter dan tenda. Gerobak 

lebih bersifat mobile, bisa dipindah-pindah setiap saat. 

Penertiban                     : Sebagai langkah paling akhir, jika PKL tetap membandel 

tidak mau mengikuti program penataan yang direncanakan 

Pemkot (Paparan Pemberdayaan PKL, 2008). 
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Keuntungan relokasi bagi PKL : 

- Jaminan kepastian dan kelangsungan usaha 

- Tersedianya fasilitas usaha yang sangat layak 

- Peningkatan status usaha 

- Perizinan resmi, diberikan gratis oleh Pemkot: SIUP, TDP, SHP & KTPP 

- Pelatihan manajemen, bantuan modal usaha dan penjaminan perbankan dari 

Pemkot 

- Menguatnya brand image usaha 

Bantuan Pendukung : 

- Pemberian ijin gratis (SIUP &TDP) 

- SHP & KTPP gratis 

- Pedagang diberi pelatihan manajemen 

- Dukungan media promosi 

- Dana penjaminan kredit mencapai RP 9 milyar (Paparan Pemberdayaan PKL, 

2008). 

2.3.  Karakter Komunikasi Kepemimpinan Lokal 

 Wacana soal relokasi PKL Monumen Banjarsari sebenarnya sudah 

berlangsung lama, dimulai dari masa kepemimpinan Walikota Imam Sutopo, 

Walikota-Wakil Walikota Slamet Suryanto-J Soeprapto, hingga ke masa 

kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota saat ini, Jokowi-Rudy. Bahkan sebuah 
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bangunan yang pembiayaannya dibantu anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah, telah berdiri di Semanggi, Pasar Kliwon , sebagai tempat untuk menampung 

PKL yang akan direlokasi. 

 Namun hingga bangunan itu mangkrak dan menjadi rusak terjadi tarik ulur 

terus menerus, sehingga masalah tersebut tak kunjung tuntas. Ketika relokasi terus 

menjadi perdebatan banyak pihak, persoalan PKL Banjarsari berkembang menjadi 

sangat kompleks (BIK, 2007: 36).  

2.3.1. Komunikasi Bergaya Humanis ala Solo 

 Pendekatan terhadap PKL dilakukan langsung oleh Walikota dan Wakil 

Walikota terhadap para PKL, dengan kesabaran, ketelatenan untuk mendengarkan 

keinginan  dan aspirasi mereka, berdialog, serta menjelaskan latar belakang program 

penataan. Upaya sosialisasi ini tidak hanya terhadap para PKL Monumen’45 

Banjarsari, tetapi juga warga masyarakat lainnya (BIK, 2007: 8).  

 Komunikasi secara rutin dan terbuka dilakukan hingga puluhan kali oleh 

Walikota dan Wakil Walikota di lapangan, yaitu langsung di lapak-lapak para PKL, 

dan juga di gelar di balaikota dan rumah dinas walikota Loji Gandrung, sambil makan 

siang atau makan malam (BIK: 2007: 9). 

“Pada saat itu saya mengundang mereka makan siang atau makan malam sampai 

54 kali. Ini kan seperti cara-cara lobi bisnis, tidak dengan digebuki”, penjelasan 

Jokowi dalam wawancara dengan Tanri Abeng di acara Managing The Nation, 
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MetroTV, 26 Mei 2011, edisi tulisan dari majalah Campus Indonesia, Juli 2011, 

vol.1 no.4, hal.37. 

 Dalam pemerintahan, komunikasi itu sering berwujud instruksi. Walikota 

Jokowi bukan memberikan instruksi tapi membangun saling pengertian sehingga 

ketika kemudian dilakukan eksekusi semua sudah mendukung. 

“Kalau kita maunya cepat mungkin seperti daerah lain. Siapkan satpol, gebuki, 

pergi. Tapi ini kan tidak, bagaimanapun mereka adalah rakyat kita. Kalau bisa, 

dicarikan solusi yang baik dengan komunikasi. Artinya, ada partisipasi publik. 

Masyarakat harus diajak bicara. Kita harus mengerti keinginan dan kebutuhan 

mereka. Harus diajak ngomong jangan dari atas langsung dikerasin, belum tentu 

benar”, penjelasan Jokowi dalam wawancara dengan Tanri Abeng di acara 

Managing The Nation, MetroTV, 26 Mei 2011, edisi tulisan dari majalah 

Campus Indonesia, Juli 2011, vol.1 no.4, hal.37. 

 Dengan menciptakan komunikasi yang baik, saling pengertian semua pihak, 

menempatkan manusia pada harkat dan martabatnya (nguwongke uwong), saling 

menghormati dan sama-sama dilandasi kepentingan bersama untuk menciptakan kota 

yang lebih Berseri, program penataan PKL di kota Solo dapat berlangsung tanpa 

kekerasan (Paparan Pemberdayaan PKL, 2008). 

 


